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WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat perlu
adanya standar pelayanan minimal berdasarkan prinsip
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan
oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Anugerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan ...



Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Tomohon.

Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga
Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang
bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah RSUD Anugerah Tomohon.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Nonkesehatan adalah tenaga yang bertugas di
bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung
dengan pelayanan terhadap pasien antara lain tenaga
administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

Pasal 2

SPM RSUD merupakan pedoman yang memuat batasan minimal
mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi
oleh RSUD.

Pasal 3

SPM RSUD Dbertujuan untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan
kualitas layanan umum yang diberikan oleh RSUD.

BABII ...



BAB II
JENIS, MUTU, DAN PENERIMA SPM

Pasal 4

SPM RSUD mencakup:
a. jenis pelayanan;

b. mutu pelayanan; dan
c. penerima pelayanan.

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan RSUD meliputi:
pelayanan gawat darurat;
pelayanan rawat jalan;
pelayanan rawat inap;
pelayanan bedah;
pelayanan persalinan dan perinatologi;
pelayanan intensif;
pelayanan radiologi;
pelayanan laboratorium patologi klinik;
pelayanan rehabilitasi medik;
pelayanan farmasi;
pelayanan gizi;
pelayanan transfusi darah;

. pelayanan rekam medik;
pelayanan keluarga miskin;
pengolahan limbah;
pelayanan administrasi dan manajemen;
pelayanan ambulans/mobil jenazah;
pelayanan pemulasaran jenazah;
pelayanan penatu;
pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
pencegahan dan pengendalian infeksi.

(2) Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki indikator, standar, dan target pencapaian.

(3) Indikator, standar, dan target pencapaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
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Pasal 6

Mutu pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 7

Penerima pelayanan SPM RSUD adalah Warga Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIII ...



(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENERAPAN

Pasal 8

Direktur RSUD mengoordinasikan penerapan SPM RSUD.
Penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga
Nonkesehatan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Direktur RSUD melakukan wupaya pencapaian dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan
berdasarkan SPM RSUD.

Kepala unit pelayanan dan administrasi manajemen pada
RSUD menyusun rencana bisnis dan anggaran untuk
disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Ketentuan mengenai rencana bisnis dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 10

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan Daerah di bidang kesehatan bertanggung

jawab menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk

penerapan SPM RSUD.

Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. pembiayaan; dan/atau

c. sarana dan prasarana,

sesuai dengan potensi, kemampuan, atau prioritas Daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Wali Kota melalui sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan
dan pengawasan penerapan SPM RSUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Pembinaan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk:

oo

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

fasilitasi;

konsultasi;

pelatihan; dan/atau
penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

Pengawasan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk:

a. peninjauan;

b. pemantauan;

c. evaluasi; dan/atau

d. pemeriksaan.

Wali Kota melalui sekretaris Daerah dapat menugaskan
aparat pengawas internal pemerintah untuk melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABV
PELAPORAN

Pasal 14

Direktur RSUD menyusun dan menyampaikan laporan
penerapan SPM RSUD kepada kepala perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di
bidang kesehatan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. hasil penerapan SPM RSUD;

b. kendala penerapan SPM RSUD; dan

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang sedang
melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab indikator
SPM RSUD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
dilakukannya penataan yang mengakibatkan adanya
perubahan penanggung jawab indikator SPM RSUD.
Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

(3) Penanggung ...



(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk oleh  kepala  perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
kesehatan berdasarkan usul dari direktur RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,
ttd.
CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK
Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 16 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,
ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH

INDIKATOR, STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN

Target Capaian

No. P iJ cnis Indikator Mutu I\SItar'ldarl
clayanan asiona 2023 2024 2025 2026 2027
1 | Kemampuan menangani life saving 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jam buka pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
Pemberi pelayanan
kegawatdaruratan yan
Pelayanan 3 bersert{i;ﬁkat yang masil}ll be%laku 100% 0% 60% 5% 90% 100%
1 Gawat BLS/PPGD/GELS/ALS
Darurat 4 | Waktu tnggap pelayanan dokter 100% 100% 100% 100% 100% 100%
i gawat darurat
5 Kepuasan pelanggan pada >76,61% > 80% > 80% > 80% > 80% > 80%
gawat darurat
Kecepatan waktu tanggap komplain > 80% > 80% > 80% > 80% > 80% > 80%
08:00-13:00 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00
setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari
Jam buka pelayanan . . . . . . . . . . . .
Pelayanan 1 sesuai ketentuan kerja} kecuali kerje} kecuali kerJe.I kecuali kerje} kecuali kerja} kecuali kerja} kecuali
2 Rawat Jalan hari Jumat hari Jumat hari Jumat hari Jumat hari Jumat hari Jumat
08:00-11:00 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00
2 Waktu tunggu di rawat jalan >80% >80% >80% 280% >80% >80%
3 Kepuasan pelanggan rawat jalan 276,61% 276,61% 276,61% 276,61% 276,61% 276,61%
1 Kepatuhan jam visite >80% >80% >80% >80% >80% >80%
3 Pelayanan dokter spesialis
Rawat Inap 2 Kejadian infeksi pasca operasi <1,5% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Angka kejadian HAIs <1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%




. Target Capaian
No. | pepems Indikator Mutu Standar ==
2023 2024 2025 2026 2027
Tidak adanya kejadian pasien
4 | jatuh yang berakibat kecacatan/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kematian
5 Kematian pasien > 48 jam <0,24% <0,24% <0,24% <0,24% <0,24% <0,24%
6 Kejadian pulang paksa <5% 5% 4,5% 4% 3,5% 3%
7 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Kepatu&?l?;itcz}?;j‘lf;ig;r Klinis > 80% 80% 80% 80% 80% 80%
9 Kepatuhan upaya pencegahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
risiko pasien jatuh
10 |Kecepatan waktu tanggap komplain = 80% > 80% > 80% > 80% = 80% = 80%
11 | Kepuasan pasien pada rawat inap > 76,61% 76,61% 76,61% 76,61% 76,61% 76,61%
1 Penundaan operasi elektif < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
2 | Kejadian kematian di meja operasi <1% 0% 0% 0% 0% 0%
Tidak adanya kejadian operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
salah sisi
4 | Tidakadanya kejadian operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 | FPelayanan Tidak adiﬁlyihkiﬁiﬁin salah . . . . . .
Bedah 5 tindakan pada operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tidak adaya kejadian tertinggalnya
6 benda asing/lain pada tubuh 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pasien setelah operasi
7 Waltu Tanggap Operasi SC > 80% > 80% > 80% > 80% > 80% > 80%
Emergency
Perdarahan Perdarahan Perdarahan Perdarahan Perdarahan Perdarahan
Pelayanan < 1% < 1%, < 1%, < 1%, < 1%, < 1%,
5 Persalinan 1 Kejadian kemati‘an ibu karena Pre-eklampsi | Pre-eklampsi | Pre-eklampsi | Pre-eklampsi | Pre-eklampsi | Pre-eklampsi
. ‘danl ‘ persalinan < 30% < 30% < 30% < 30% < 30% < 30%
erinatologi

Sepsis < 0,2%

Sepsis < 0,2%

Sepsis < 0,2%

Sepsis < 0,2%

Sepsis < 0,2%

Sepsis < 0,2%




-3-
. Target Capaian
No. P iJ cnis Indikator Mutu §ta1:1dar1 s P
clayanan asiona 2023 2024 2025 2026 2027
Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG
Dokter Umum
2 Pemberi pelayanan persalinan  terlatih (Asuhan Dokter Umum | Dokter Umum | Dokter Umum | Dokter Umum | Dokter Umum
normal Persalinan
Normal)
Bidan Bidan Bidan Bidan Bidan Bidan
3 Pemberi pelayanan persalinan Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK
dengan penyulit yang terlatih | yang terlatih | yang terlatih | yang terlatih | yang terlatih | yang terlatih
Pemberi pelayanan persalinan Dokter Sp.OG |Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG |Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG | Dokter Sp.OG
4 dengan tindakan operasi Dokter Sp.A Dokter Sp.A Dokter Sp.A | Dokter Sp.A Dokter Sp.A | Dokter Sp.A
Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An
Kemar?%‘é%nginfg%%%a; BBLR 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pertolongan persalinan melalui < 20% < 20% < 20% < 20% < 20% < 20%
seksio cesaria
Kecepatan waktu tanggap komplain 2 80% 2 80% > 80% > 80% 2 80% > 80%
Kepuasan pasien >76,61% 76,61% 76,61% 76,61% 76,61% 76,61%
Rata-rata pasien yang kembali ke
perawatan intensif dengan kasus < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
yang sama < 72 jam
Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An | Dokter Sp.An
dan dokter dan dokter dan dokter dan dokter dan dokter dan dokter
spesialis sesuai [spesialis sesuailspesialis sesuailspesialis sesuailspesialis sesuaigpesialis sesuai
Pelayanan dengan kasus | dengan kasus | dengan kasus | dengan kasus | dengan kasus | dengan kasus
Intensif yang ditangani |yang ditangani|yang ditangani|yang ditangani|yang ditangani [yang ditangani
Pemberi pelayanan Unit Intensif | 100% perawat | 100% perawat | 100% perawat | 100% perawat | 100% perawat | 100% perawat
minimal D3 minimal D3 minimal D3 minimal D3 minimal D3 minimal D3
dengan dengan dengan dengan dengan dengan
sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat
Perawat mahir | Perawat mahir | Perawat mahir | Perawat mahir | Perawat mahir |Perawat mahir
ICU setara D4 | ICU setara D4 | ICU setara D4 | ICU setara D4 | ICU setara D4 |ICU setara D4




. Target Capaian
No. P ij enis Indikator Mutu §ta1:1dar1
clayanan asiona 2023 2024 2025 2026 2027
Kecepatan waktu tanggap komplain > 80% > 80% > 80% > 80% = 80% > 80%
Walktu tunggu hasil pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pelayanan thorax foto
Radiologi Kejadian kegagalan pelayanan Kerusakan <29 <29 <29 < 1% < 1%
rontgen foto < 2% B B B ~ B
Walktu tunggu hasil pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
laboratorium
Pelayanan Tidak adanya kesalahan
8 Laboratorium pemberian hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Patologi Klinik laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laboratorium
Pelayanan . Lo
9 | Rehabilitasi Tidak adanya kejadian kesalahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Medik tindakan rehabilitasi medik
Waktu tunggu pelayanan obat jadi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Waktu tunﬁi‘iiizlsy anan obat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Tidak adanya kejadian kesalahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 - pemberian obat
Farmas Penulisan resep sesuai
P 100% 100% 100% 100% 100% 100%
formularium
Kepatuhan penggunaan > 80% > 80% > 80% 100% 100% 100%
formularium nasional
Ketepatan waktu pemberian > 90% 95% 95% 95% 95% 95%
11 Pelayanan makanan kepada pasien
Gizi Tidak adanya kesalahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemberian diet
— 5
Pelayanar} Kebutuhan darah bagi s.etlap 100% . 100% 100% 100% 100% 100%
12 Transfusi pelayanan transfusi terpenuhi
Darah Kejadian reaksi transfusi <0,01% <0,01% <£0,01% <0,01% <0,01% <0,01%




. Target Capaian
No. Jenis Indikator Mutu Stapdar
Felayerne Neamel 2023 2024 2025 2026 2027
Pelayanan Pelayanan terhadap pasien
13 Keluarga keluarga miskin yang datang ke 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Miskin RS pada setiap unit pelayanan
Kelengkapan pengisian rekam
Pelavanan medik 24 jam setelah selesai 100% 80% 85% 90% 95% 100%
14 y . pelayanan
Rekam Medik Waktu penyediaan dokumen rekam
peny . 100% 100% 100% 100% 100% 100%
medis pelayanan rawat jalan
15 | Pengelolaan Pengelolaan limbah padat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Limbah berbahaya sesuai dengan aturan
Tindak lanjut penyelesaian hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pertemuan direksi
Ketepatan waktu pengusulan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kenaikan pangkat ° ° ° ° ° °
Pelayanan Ketepan waktu pengurusan
Administrasi pan waktu peng 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 dan gaji berkala
Manajemen Cost Recovery 2 40% 2 40% 2 40% 2 40% 2 40% 2 40%
Ketepatan waktu kehadiran > 80% > 80% > 80% > 80% > 80% > 80%
pegawai
Kecepatan respon disposisi > 90% > 90% > 90% > 90% 100% 100%
surat masuk
Pelayanan Kecepatan memberikan pelayanan
17 Ambulans/ o 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. ambulans/mobil jenazah
Mobil Jenazah
Pelayanan Waktu tanggap pelayanan
18 | Pemulasaran £8P peray 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemulasaran jenazah
Jenazah
Tidak adanya kejadian linen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Pelayanan yang hilang
Penatu Ketepatan waktu penyedl'aan linen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
untuk ruang rawat inap




No S Indikator Mutu ST date Capntan
Pelayanan Nasional 2023 2024 2025 2026 2027
Pelayanan Kecepaf;&if;ﬂ‘gf:tanggapl > 80% 85% 85% 90% 90% 90%
Pemeliharaan Peralatan laboratorium dan alat
20 Sarana Rumah ukur yang digunakan dalam
. Y ; . 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sakit pelayaan terkalibrasi tepat waktu
sesuai dengan ketentuan kalibrasi
Tersedla;;’fgatréflgaottii Tim PPI 75% 75% 80% 85% 90% 95%
Penileagr‘i‘han Tersﬁ;%%? ‘s‘ézgeif;f;gfi Diri 75% 75% 80% 90% 100% 100%
21 | Pengendalian Kegiatan pencatatan dan
Infeksi pelaporan infeksi nosokomial/ o o o o o o
(PPI) HAIs (Health Care Associated 5% 5% 80% 85% 90% 95%
Infection) di RS
Kepatuhan kebersihan tangan > 85% > 85% > 85% > 85% > 85% > 85%

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK




